
Rencana percepatan jad-

wal Pilkada 2024 dilakukan

untuk mencegah terjadinya

kekosongan jabatan kepala

daerah pada tanggal 1

Januari 2025. Selain itu, jika

Pilkada 2024 tetap digelar

sesuai jadwal pada tanggal

27 November, maka presi-

den terpilih hasil Pilpres 2024

yang dilantik pada Oktober

hanya memiliki waktu ter-

batas dalam menentukan

dan melantik menteri dalam

negeri (mendagri) yang baru.

Mendagri baru juga harus

langsung bekerja mengurusi

pilkada serentak. "Mendagri

yang baru, misalnya 20

November (2024) dia dilantik,

masa (hanya) seminggu dia

ngurusin (Pilkada Serentak

2024)," kata Budi.

Ditambahkan, Pemerintah

akan mengusulkan peruba-

han jadwal Pilkada Serentak

2024 menjadi bulan Sep-

tember. Usul tersebut akan

didiskusikan bersama de-

ngan Badan Legislatif DPR.

Sebaiknya Pilkada Serentak

2024 dilaksanakan di era pe-

merintahan Presiden Joko

Widodo dan Wakil Presiden

Ma'ruf Amin. "Harusnya (di-

selenggarakan) pemerintah-

an sekarang," ujarnya. 
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Pada putusan MK 2020 lalu, setidak-

nya terdapat beberapa hal yang harus

ditindaklanjuti pemerintah dalam rangka

perbaikan Undang-undang Ciptaker :

mengenai tata cara pembentukannya,

perubahan penulisan dan substansi, ke-

sesuaian dengan asas-asas pemben-

tukan peraturan perundang-undangan,

serta keberadaan meaningful participa-

tion dalam prosedurnya. Artinya, perbaik-

an Undang-undang Ciptaker mestinya di-

lakukan dengan melakukan penyesuaian

berbagai rambu-rambu tersebut.

Namun, pemerintah justru mengam-

bil langkah penetapan Perppu.

Tindakan pemerintah tersebut jelas-je-

las bukan merupakan tindak lanjut pu-

tusan MK  2020. Mestinya prosedur

perbaikan tersebut dilakukan dengan

tujuan membentuk Undang-undang

perbaikan dengan proses atau tata

cara pembentukan Undang-undang

yang benar, termasuk membuka ke-

mungkinan memperbaiki substansinya.

Upaya pembentukan Undang-Undang

tersebut malah tidak dilakukan sede-

mikian rupa dan justru membentuk pro-

duk hukum yang berbeda, yakni

Perppu, padahal tenggang waktu 2

tahun yang tersedia sebenarnya masih

cukup untuk membentuk Undang-un-

dang perbaikan.

Jika dikaitkan dengan konsepsi yang

ada dalam Hukum Ketenagakerjaan, pe-

merintah mestinya memposisikan diri

ibarat sebagai �orang tua� yang baik bagi

pekerja dan pengusaha. Pengambilan

langkah yang demikian ini sama sekali ti-

dak mencerminkan sebagaimana yang

terdapat dalam konsepsi tersebut. Posisi

sebagai pengayom dan pelindung peker-

ja sebagai pihak yang lebih lemah dan

subordinat tidak dilaksanakan dengan

baik. Kesempatan perbaikan Undang-un-

dang Ciptaker mestinya dimanfaatkan de-

ngan sebaik-baiknya, dengan melihat

kembali berbagai poin yang menjadi

polemik selama ini. Apalagi telah jelas be-

berapa pengaturan dalam Undang-un-

dang Ciptaker tidak mengatur lebih baik

dibandingkan Undang-undang Ketena-

gakerjaan sebelumnya. 

Mengabaikan amanat perbaikan de-

ngan sekadar memindahkan Undang-un-

dang Ciptaker ke bentuk aturan lain beru-

pa Perppu Ciptaker bukan hal yang se-

jalan dengan konsepsi fungsi pemerintah

dalam Hukum Ketenagakerjaan. Lebih-

lebih, tindakan yang demikian ini seakan

dibenarkan Mahkamah Konstitusi yang

dalam putusan terbarunya ini menolak ju-

dicial review. Padahal amanat perbaikan

Undang-undang Ciptaker adalah amanat

Mahkamah Konstitusi. Hal ini menun-

jukkan adanya inkonsistensi.

Apabila penerbitan Perppu diterima

dan dinilai sebagai tindak lanjut putusan

MK 2020 silam, ini  sangat dikhawatirkan,

dikemudian hari praktik ini akan menjadi

preseden buruk. Yakni marak penerbitan

Perppu yang lahir dari tindak lanjut putu-

san MK. Sekadar mempercepat pemben-

tukan dan perbaikan dari suatu Undang-

undang. Pertanyaan besarnya ialah: lalu

di mana letak kepastian hukum dan per-

lindungannya?

(Penulis adalah Dosen Fakultas Hu-

kum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-f

Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah

Jeffry, Rabu (4/10) mengungkapkan, awal-

nya korban yang diketahui Madiono saat

pulang malam mengeluh matanya tak bisa

melihat. Kemudian korban dilarikan ke ru-

mah sakit, tetapi jiwanya tak tertolong.

Sementara Sarwoko dan Haryadi sebelum

meninggal juga mengeluhkan hal yang

sama, matanya tidak bisa melihat dan

mengalami sesak nafas. Kedua korban

meninggal dunia di RS UII Pandak 

Kasus kematian akibat menenggak mi-

ras juga terjadi di wilayah Palbapang yang

mengakibatkan dua orang meregang

nyawa. Korban adalah Ari Sandiko (43)

warga Kalurahan Palbapang Bantul dan

Kornen Santosa (40) warga Kalurahan

Wijirejo Pandak. Keduanya tewas, usai

pesta miras bersama teman-temannya di

rumah Ari Sandiko di daerah Palbapang

Bantul. "Dari keterangan para saksi, kedua

korban bersama teman-temannya melaku-

kan pesta miras pada Minggu (2/10) sore,"

ungkap Jeffry.

Korban Ari Sandiko meninggal dunia di

RSUD Panembahan Senopati Bantul, se-

dangkan Kornen Santosa meninggal di

rumahnya di Kalurahan Wijirejo. "Sampai

saat ini petugas masih melakukan penyeli-

dikan dari mana asalnya para korban mem-

peroleh minuman maut tersebut," papar

Iptu Jeffry.

Korban tewas akibat konsumsi miras ju-

ga terjadi di wilayah hukum Polres

Kulonprogo. Dua pria, yakni AA(34) warga

Kapanewon Lendah dan KP (35) warga

Kapanewon Panjatan tewas setelah sem-

pat dibawa ke rumah sakit karena menge-

luh pusing dan gangguan pada pengli-

hatan.

Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu

Triatmi Noviartuti, Rabu (4/10) mengatakan,

petugas unit Reskrim Polsek Panjatan me-

lakukan pendalaman terkait adanya orang

meninggal diduga akibat mengonsumsi mi-

ras pada Selasa (3/10) pagi.

"Petugas minta keterangan saksi, yakni

TAF (43) dan CA (25) keduanya warga

Kapanewon Panjatan. Petugas mendapat

keterangan, saksi TAF dan CAbersama AA

dan KP menggunakan mobil pergi ke tem-

pat karaoke di wilayah Bantul, Sabtu (30/9)

malam," jelasnya.

Dalam perjalanan mereka berhenti di

wilayah Bantul untuk membeli miras kurang

lebih ukuran 1 liter, 2 botol bir, 1 kaleng gin-

seng dan minuman soda 2 botol ukuran

600ml. Minuman tersebut kemudian diop-

los di dalam mobil. Minuman yang sudah

dioplos diminum bersama-sama di tempat

karaoke. Mereka pulang dan sampai di

barat balai Kalurahan Panjatan, Minggu

(1/10) sekitar pukul 02.00. Saksi CA lang-

sung pulang ke rumah, sedangkan tiga

orang lainnya tidur di mobil kemudian pu-

lang ke rumah.

"Siangnya TAF dan CAmengalami sakit

kepala. Sedangkan AAmengalami pusing,

tidak dapat melihat, pingsan, kemudian

dibawa ke RSUD Wates dan meninggal,

Senin (2/10) malam. KP yang mengalami

penglihatan kurang dan sakit perut dibawa

ke UGD Rizki Amalia Lendah kemudian

dirujuk ke RSUD Wates dan meninggal pa-

da Selasa (3/10) malam. Petugas unit

Reskrim Polres Kulonprogo masih melaku-

kan pendalaman kasus ini," jelasnya.        
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(19 MULUD 1957)

Puan-JK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

KPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Pilkada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

ÕDrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

27.000 Ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

Tenggak   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

saat ini dan tantangannya di masa depan.

"Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua

DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat.

Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa

yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi

di masa mendatang," kata JK usai pertemuan.

JK juga mengaku membahas mengenai hal-

hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan

Indonesia di masa depan. Selain itu, juga pem-

bahasan mengenai kondisi politik nasional

menjelang Pilpres 2024. "Jadi, tentang pemilu

itu, kami berbicara bagaimana (perkemban-

gannya), kadang-kadang (ditambah) sedikit

analisis," imbuhnya.

JK juga menilai peran media massa menjadi

penting dalam membantu diseminasi informasi

politik tentang Pemilu Serentak 2024. "Tadi

saya bilang tidak tahu (Puan akan datang),

karena yang mengundang Ibu (Mufidah Kalla)

ternyata. Jadi, ini acara keluarga, Mbak Puan

mau makan coto," katanya.

Sementara Puan mengaku senang dapat

kembali bersilaturahim dengan JK dan Mufidah

Kalla yang telah dia anggap seperti orangtu-

anya. "Kami lima tahun (2014-2019) bersama-

sama, sewaktu Pak JK menjadi wapres dan

saya menjadi menko (PMK). Sering kali (kami)

membicarakan berbagai isu terkait bangsa dan

negara, selain membahas mengenai pekerja-

an," katanya.

Kedatangannya kali ini untuk mendengarkan

pendapat dan pandangan JK mengenai kondisi

negara Indonesia saat ini, terutama keterkaitan

antara kondisi ekonomi dan politik nasional.

"Tentu saja berbagai masukan ini diselingi de-

ngan guyonan dan masakan yang enak mem-

buat situasi terasa hangat sekali," ujar Puan. 
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TINDAK LANJUTI DINAMIKA PERSIDANGAN

Uang di Kasus BTS Hasil Tindak Korupsi
JAKARTA (KR) - Direktur Penyidikan Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik

Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi mengung-

kapkan uang yang didistribusikan dalam perkara

tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS

4G Kominfo merupakan uang hasil kejahatan.

"Dari hasil penyidikan kami sementara dari ke-

terangan-keterangan yang telah kami himpun,

kami pastikan uang-uang yang mengalir tersebut

merupakan uang hasil tindak pidana korupsi ter-

kait dengan proyek pengadaan BTS 4G," kata

Kuntadi di Jakarta, Selasa (3/10).

Oleh karena itu, Kuntadi memastikan selama

proses persidangan, tim penyidik senantiasa men-

cermati dan mempelajari fakta yang berkembang.

Dari hasil monitoring itu, dipastikan proses penyi-

dikan terhadap informasi aliran dana tersebut tetap

berjalan. "Tetap kami lakukan pengumpulan alat

bukti, sehingga dinamika yang terjadi di persidang-

an senantiasa akan kami tindak lanjuti," ucapnya.

Tindak lanjut itu, termasuk memeriksa beberapa

pihak yang menurut penyidik dibutuhkan keterang-

annya secara signifikan, termasuk ada hal yang

baru yang harus dikonfirmasi oleh penyidik. Keja-

gung akan melakukan upaya paksa terhadap pi-

hak-pihak yang dipanggil untuk hadir memberikan

keterangan, namun belum hadir memenuhi pa-

nggilan.

Namun demikian, Kuntadi tidak merinci siapa

saja para pihak yang dipanggil tapi belum hadir

tersebut, karena untuk kepentingan penyidikan.

Akan tetapi dipastikan para pihak yang mereka

telah panggil tersebut bisa dihadirkan untuk di-

mintai keterangan. Termasuk dua nama yang

disebut di persidangan, yakni Mr Yohan yang di-

duga sebagai perantara pemberian uang ke Ko-

misi I DPR dan Sodikin, perantara ke BPK yang

belum pernah dirilis hadir memberikan keterang-

an dalam proses penyidikan di Jampidsus.
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KR-Antara/Anis Efizudin

PENJUAL AIR MUSIMAN: Penjual air musiman Agus Sulistiyono menata jeriken berisi air bersih untuk diantar ke

pelanggan di mata air Macanan, Tegalrejo, Magelang, Jateng, Rabu (4/10/2023). Agus, seorang tukang kebun Sekolah

Dasar setempat, menjadi penjual air musiman sejak musim kemarau 4 bulan lalu, dalam sehari bisa menjual hingga 100

jeriken yang dijual dengan harga Rp 2.000/jeriken isi 30 liter. 

Pemerintah dipastikan tersedia dan cukup.

"Masyarakat agar senantiasa tenang, kita

punya stok beras yang cukup. Ini meru-

pakan bagian dari 2 juta ton seperti yang

diperintahkan Bapak Presiden dan akan

masuk seluruhnya sebelum November,"

ungkapnya.

Arief menjabarkan, mulai ada depresiasi

harga beras di PIBC setelah  penggelon-

toran beras SPHP. Begitu juga pada pasar

turunan PIBC yang telah mendapat

penyaluran beras SPHP. Tercatat stok di

PIBC saat ini sudah mencapai 31.000 dari

target 35.000. Sedangkan Bulog telah me-

menuhi lebih dari 5.000 ton beras dari

Purchase Order (PO) sebanyak 8.000.

Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Pol

Hermawan memastikan pihaknya akan

melakukan pengawasan di pasar-pasar tu-

runan. "Beras SPHP Bulog sudah beredar

sampai ke pasar turunan. Kami tentunya

setelah sampai ke pasar turunan akan me-

lakukan pengawasan. Hari ini pun kami

mendampingi Kepala NFAuntuk melaku-

kan pengawasan mulai dari awal datang

sampai nanti ke tingkat konsumen akhir.

Harganya harus tetap sama di Rp

10.900/kg," terang Hermawan.

Sementara itu Direktur Utama Perum

Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi

Waseso atau akrab disapa Buwas, mem-

buka peluang untuk mengimpor beras 1 ju-

ta ton dari China untuk mengantisipasi

mundurnya panen di dalam negeri akibat

El Nino. "Kami antisipasi El Nino.

Prediksinya kan Januari, Februari, Maret,

belum ada panen atau panennya mundur

semua," kata Buwas.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai

meninjau stok dan harga beras di Pasar

Rawamangun bersama Menteri BUMN

Erick Thohir.  (Ant/San)-d

Dalam penggeledahan di rumah SYL, polisi

mengawal mobil penyidik KPK di depan pagar

rumah pribadi milik Mentan di Jalan Pelita Raya

Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Berda-

sarkan informasi dari Ketua RW 06 Kelurahan

Buakana, As'ad, penggeledahan rumah di Jalan

Pelita Raya berlangsung sejak pukul 12.00

WITA. Rumah tersebut saat ini dalam kondisi ter-

tutup dan dijaga aparat kepolisian. As'ad meng-

aku dirinya diminta untuk menyaksikan

penggeledahan oleh penyidik KPK tersebut.

As'ad mengatakan, penggeledahan rumah itu

dalam keadaan kosong. Meski demikian, terkait

apa saja yang digeledah, As'ad tidak mengetahui

secara persis apa saja yang diperiksa petugas

KPK di rumah mantan Gubernur Sulawesi

Selatan itu.

Berdasarkan pantauan Antara, penyidik KPK

mengamankan sebuah koper dan mobil merek

Audi berwarna hitam dari dalam garasi rumah di

Jalan Pelita Raya. Sementara, penggeledahan

rumah di Bumi Permata Hijau Blok C Nomor 1,

penyidik tampak membawa sebuah koper dari

dalam rumah tersebut. Hingga berita ini ditulis,

sejumlah polisi masih tampak berjaga di hala-

man rumah tersebut.

Mengenai kabar,  Syahrul Yasin Limpo se-

dang menjalani pengobatan karena sakit prostat,

Menkopolhukam Mahfud mengatakan, hal itu

harus ditanyakan kepada dokter dan melihat

rekam medis. Sebelumnya, Presiden Joko

Widodo meminta semua pihak menunggu ke-

datangan SYLkembali ke Tanah Air setelah me-

lakukan kunjungan kerja ke Eropa.

"Ya, ditunggu, beliau kan ke luar negeri, belum

sampai ke Indonesia," kata Jokowi usai meng-

hadiri pembukaan Inacraft di Jakarta, Rabu. 
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